
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Pendaftaran Tanah 

 

Pendaftaran berasal dari kata Cadastre (bahasa Belanda Kadaster) suatu 

istilah teknis untuk suatu record (rekaman), menunjukkan kepada luas, nilai, 

dan kepemilikan (atau lain-lain alas hak) terhadap suatu bidang tanah. Kata ini 

berasal dari bahasa Latin “Capitastrum” yang berarti suatu register atau capita 

atau unit yang diperbuat untuk pajak tanah Romawi (Capotatio Terrens). 

Dalam artian Cadastre adalah record (rekaman dari pada lahan- lahan, nilai 

daripada tanah dan pemegang haknya dan untuk kepentingan perpajakan). 

Dengan demikian Cadaster merupakan alat yang tepat yang memberikan 

uraian dan identifikasi dari lahan tersebut juga sebagai continous recording 

(rekaman yang berkesinambungan dari pada hak atas tanah).14 

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 memberi pengertian, 

Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah 

secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, 

pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data 

yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan 

satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi 

bidang-bidang tanah yang sudah ada 

 

14 A.P. Parlindungan, Op. Cit. 
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haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang 

membebaninya. 

Pasal 19 ayat (1) UUPA menyatakan, Pemerintah adalah penyelenggara 

Pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia yang bertujuan untuk 

menjamin kepastian hukum dan melindungi atas tanah yang ada diwilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Untuk menjamin kepastian hukum tersebut, Pasal 19 UUPA mempertegas 

lagi dengan menyatakan bahwa penyelenggaraaan tanah itu dengan 

mengadakan : 

1. Pengukuran, pemetaan, pembukuan tanah 

 

2. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut 

 

3. Pemberian surat-surat tanda bukti, yang berlakunya sebagai alat 

pembuktian yang kuat.15 

Dengan demikian bahwa kegiatan pendaftaran tanah itu adalah kewajiban 

yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah secara terus menerus dalam rangka 

menginventarisasikan data-data berkenaan dengan hak-hak atas tanah 

menurut Undang Undang Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 

Tahun 1961 yang telah disempurnakan lagi dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi 

pendaftaran tanah yaitu UU No. 5 Tahun 1960 (LN 1960 No. 104) tentang   

Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), Peraturan 

 
15 Bachtiar Efendi, Pendaftaran Tanah di Indonesia. Jakarta, Rajawali Pers, 1993, h. 14. 
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Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,dan Peraturan 

Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang 

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang 

PendaftaranTanah. 

Menurut ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, 

asas pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas- asas sebagai berikut : 

1. Asas Sederhana 

 

Dimaksudkan agar ketentuan–ketentuan pokoknya maupun 

prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan, terutama pemegang hak atas tanah. 

2. Asas Aman 

 

Dimaksudkan untuk menunjukkan, bahwa pendaftaran tanah perlu 

diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat 

memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuanpendaftaran tanah itu 

sendiri. Jaminan kepastian hukum yang dimaksud agar suatu sertifikat 

tanah mempunyai kekuatan pembuktian yang melekat pada pemegang hak 

atas tanah. 

Sesuai ketentuan Pasal 32 PP No. 24 Tahun 1997 yang menyebutkan, 

Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat 

pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat 

didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan 

data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. 

Bahwa selama belum dibuktikan sebaliknya data fisik dan 
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data yuridis yang dicantumkan dalam sertifikat harus diterima sebagai data 

yang benar, baik dalamperbuatan hukum sehari-hari maupun dalam 

sengketa di Pengadilan sepanjang data tersebut sesuai dengan apa yang 

tercantum dalam surat ukur dan buku tanah. 

Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara 

sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut 

dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang 

merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut 

pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak 

diterbitkannya sertifikat itu tdak mengajukan keberatan secara tertulis 

kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang 

bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai 

penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut. 

3. Asas Terjangkau 

 

Dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak-pihak yang memerlukan 

khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemempuan golongan 

ekonomi lemah. Pelayanan yang diiberikan dalam rangka penyelenggaraan 

pendaftaran tanah harus bisa terjangkau oleh para pihak yang memerlukan. 

Dalam peraturan pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan 

pendaftaran tanah termaksud dalam ayat (1) Pasal 

19 UUPA, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan 

dari pembayaran biaya-biaya tersebut. 
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4. Asas Mutakhir 

 

Dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam pelaksanaannya dan 

kesinambungan dalam pemeliharaan datanya. Untuk itu perlu diikuti 

kewajiban mendaftar dan pencatatan perubahan-perubahan yang terjadi di 

kemudian hari. Tugas dari Kantor Pertanahan selain sebagai sumber 

informasi/data, juga melakukan pendaftaran awal yang disebut sebagai 

Recording of Title dan dilanjutkan dengan Continuous Recording, artinya 

pendaftaran tersebut secara terus menerus berkesinambungan artinya selalu 

dimutakhirkan.16 

5. Asas Terbuka 

 

Masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai data yang benar 

setiap saat. Data tentang obyek atau pun subyek hakatas tanah di susun 

sedemikian rupa agar dikemudian hari dapat memudahkan siapa pun yang 

ingit melihat data-data tersebut, apakah itu calon pembeli ataukah pemilik 

hak atas tanah ataukah Pemerintah sendiri dalam rangka memperlancar 

setiap peralihan hak atas tanah atau dalam rangka pelaksanaan 

pembangunan oleh Pemerintah. 

Dalam Pasal 19 UUPA telah ditetapkan ketentuan dasar pendaftaran 

tanah, sebagai berikut : 

Ayat (1) untuk menjamin kepastian hukum, oleh pemerintah diadakan 

pendaftaran Tanah di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, menurut 

 

 

 
 

16 A.P. Parlindungan, Op.Cit ,h. 78. 
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ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.Ayat (2) Pendaftaran 

Tanah tersebut pada Ayat (1) meliputi : 

1. Pengukuran, Pemetaan dan Pembukuan Tanah; 

 

2. Pendaftaran Hak-Hak Atas Tanah dan Peralihan Hak-Hak tersebut; 

 

3. Pemberian Surat-Surat Tanda Bukti Hak yang berlaku sebagai alat 

pembuktian yang kuat. 

Tujuan Pendaftaran Tanah adalah menjamin kepastian hukum dan 

perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah 

susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan 

dirinya sebagai pemegang hak bersangkutan.17 

Prinsip utama pendaftaran hak atas tanah adalah untuk memfasilitasi 

jaminan keamanan atas pemilikan tanah dan pemindahan haknya. Selain itu, 

pendaftaran tanah dibuat untuk menemukan apakah ada hak-hak pihak ketiga. 

Pokok gagasan dalam sistem pendaftaran adalah mencatat hak-hak atas tanah, 

kemudian menggantikan bukti kepemilikan atas pemberian hak atas tanahnya. 

Prinsip pendaftaran tanah harus mencerminkan suatu ketelitian mengenai 

kepemilikan dari tanah dan hak- hak pihak ketiga yang mempengaruhinya. 

Prinsip jaminan pendaftaran adalah status hak memberikan jaminan dari 

ketelitian suatu daftar, bahkan seharusnya memberikan ganti kerugian kepada 

siapapun yang menderita kerugian.18 

Pendaftaran   tanah   bersifat   rechtkadaster   yang   meliputi   kegiatan 

 

pengukuran, pemetaan, dan pembukuan tanah, pendaftaran hak-haktersebut, 
 

17 Pasal 3 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 
18 Adrian Sutedi, Sertifikat Hak Atas Tanah, Jakarta, Cetakan 3 Sinar Grafika, 2014, h. 

59. 
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pemberian sertifikat hak atas tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang 

kuat.19 

Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanahuntuk 

pertama kali (initial registration) dan pemeliharaan data pendaftaran tanah 

(maintenance) (Pasal 11, PP 24/1997). Pendaftaran tanah untuk pertama kali 

dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran 

tanah secara sporadik. Pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan 

pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang 

meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah 

atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan. Pendaftaran tanah secara sporadik 

adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau 

beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu 

desa/kelurahan secara individual atau missal. 

Pendaftaran tanah secara sistematik diutamakan, karena melalui cara ini 

akan dipercepat perolehan data mengenai bidang-bidang tanah yang akan 

didaftar daripada melalui pendaftaran tanah secara sporadik. Disamping 

pendaftaran tanah secara sistematik, pendaftaran tanah secara sporadik juga 

akan ditingkatkan pelaksanaannya, karena dalam kenyataannya akan 

bertambah banyak permintaan untuk mendaftar secara individual dan missal 

yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan, yang akan makin 

meningkat kegiatannya. 

 

 

 

h. 80. 

19 B. Daliyo dan kawan-kawan, Hukum Agraria I, Jakarta,Cetakan 5, Prehallindo, 2001, 
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B. Sistem Pendaftaran Tanah 

 

Sistem pendaftaran tanah yang dipakai oleh suatu negara tergantung 

pada asas hukum yang dianut negara tersebut dalam mengalihkan hak atas 

tanahnya. Terdapat dua macam asas hukum, yaitu asas itikad baik dan asas 

nemo plus yuris. Asas itikad baik berbunyi“orang yang memperoleh sesuatu 

hak dengan itikad baik, akan tetapi menjadi pemegang hak yang sah menurut 

hukum”. Asas ini bertujuan untuk melindungi orang yang beriktikad baik. Asas 

nemo plus yuris berbunyi “orang tak dapat mengalihkan hak melebihi hak yang 

ada padanya”. Ini berarti bahwa pengalihan hak oleh orang yang tidak berhak 

adalah batal. Asas ini bertujuan melindungi pemegang hak yang sebenarnya.20 

Dibawah ini terdapat beberapa sistem pendaftaran tanah yang dianut 

oleh beberapa Negara yang menyelenggarakan pendaftaran tanah, yaitu 

sebagai berikut:21 

1. Sistem Torens 

 

Suatu sistem yang diciptakan oleh Sir Robert Torrens, putera dari 

salah satu pendiri koloni di Australia Selatan. Adapun sistim Torrens ini 

lebih terkenal dengan nama “The Real Property Act” atau “Torrens Act” 

yang mulai berlaku di Australia Selatan sejak tanggal 1 Juli 1858. Sistim 

Torrens ini dipakai sekarang di kepulauan Fiji, Canada, Negara bagian 

Iowa Amerika Serikat, Yamaika Trinidad, Brazilia, Aljazair, 

Tunisia, Kongo, Spanyol, Denmark, Norwegia, dan Malaysia. Dalam 
 

20 Adrian Sutedi, Sertifikat Hak Atas Tanah, Op.Cit. h. 117. 
21 Adrian Sutedi, Pralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Jakarta, Sinar Grafika, 

2018, h. 118. 
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memakai sistim ini, Negara-negara tersebut melihat pengalaman- 

pengalaman dari Negara lain jadi detailnya agak menyimpang dari sistim 

asli tetapi pada hakekatnya adalah Sistim Torrens yang disempurnakan 

dengan tambahan-tambahan dari perubahan-perubahan yang disesuaikan 

dengan hukum materialnya masing-masing Negara tersebut, tetapi tata 

dasarnya adalah sama yakni The Real Property Act. 

Kelebihan dari Sistim Torrens adalah : 

 

a. Ketidakpastian diganti dengan kepastian; 

 

b. Biaya-biaya peralihan berkurang dari “pound” menjadi “shilling” 

dan waktu dari “bulan” menjadi “hari” ; 

c. Ketidakjelasan dan berbelitnya uraian menjadi singkat, jelas; 

 

d. Persetujuan-persetujuan disederhanakan sedemikian rupa, 

sehingga setiap orang akan dapat sendiri mengurus 

kepentingannya; 

e. Penipuan sangat dihalangi; 

 

f. Banyak hak-hak milik atas tanah yang berkurang nilainya karena 

ketidakpastian hukum hak atas tanah, telah dikembalikan kepada 

nilai yang sebenarnya; 

g. Sejumlah proses-proses (prosedur) dikurangi dengan meniadakan 

beberapa hal. 

Adapun sertifikat tanah menurut Sistim Torrens ini merupakan alat 

bukti pemegang hak atas tanah yang paling lengkap serta tidak bisa untuk 

diganggu gugat. Ganti rugi terhadap pemilik sejati adalah melalui 
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dana asuransi. Untuk merubah buku tanah adalah tidak mungkin terjadi 

kecuali jika memperoleh sertifikat tanah dengan cara pemalsuan dengan 

tulisan ataudiperolehnya dengan cara penipuan. 

2. Sistem Positif 

 

Sisitim Positif dilaksanakan di Jerman dan Swiss. Menurut Sistim 

Positif ini, suatu sertifikat tanah yang diberikan itu adalah berlaku sebagai 

tanda bukti hak atas tanah yang mutlak serta merupakan satu- satunya 

tanda bukti hak atas tanah. Ciri pokok sistim ini ialah, bahwa pendaftaran 

tanah adalah menjamin dengan sempurna bahwa nama yang terdaftar 

dalam buku tanah adalah tidak dapat dibantah, kendatipun ia ternyata 

bukanlah pemilik tanah yang berhak atas tanah tersebut. Sistem Positif 

memberikan kepercayaan yang mutlak kepada buku tanah. 

Pejabat-pejabat balik nama tanah dalam sistim ini memainkan peranan 

yang sangat aktif. Mereka menyelidiki apakah hak atas tanah yang 

dipindahkan itu dapat untuk daftarkan ataukah tidak. Menyelidiki 

identitas para pihak, wewenangnya dan apakah formalitas-formalitas yang 

disyaratkan untuk itu telah dipenuhi ataukah tidak. Menurut Sistim Positif 

ini hubungan hukum antara hak dari orang yang namanya terdaftar dalam 

buku tanah dengan pemberi hak sebelumnya terputus sejak hak tersebut 

didaftarkan. 

Kebaikan dari Sistim Positif ini adalah : 

 

a. Adanya kepastian dari buku tanah; 

 

b. Peranan aktif dari Pejabat Balik Nama Tanah; 
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c. Mekanisme kerja dalam penerbitan sertifikat tanah mudah 

dimengerti oleh orang awam. 

Dengan demikian, Sistim Positif ini memberikan suatu jaminan yang 

mutlak terhadap buku tanah, kendati pun ternyata bahwa pemegang 

sertifikat bukanlah pemilik tanah yang sebenarnya. Oleh karena itu pihak 

ketiga yang beritikad baik yang bertindak berdasarkan bukti tersebut 

menurut Sistim Positif ini mendapatkan jaminan mutlak walaupun 

ternyata bahwa segala keterangan yang tercantum dalam setifikat tanah 

tersebut adalah tidak benar. 

Adapun kelemahan dari Sistim Positif ini adalah : 

 

a. Peranan aktif Pejabat Balik Nama Tanah akan memakan waktu 

yang lama; 

b. Pemilik yang sebenarnya berhak atas tanah akan kehilangan 

haknya oleh karena kepastian dari buku tanah itu sendiri; 

c. Wewenang Pengadilan diletakkan dalam wewenang 

administratif. 

3. Sistem Negatif 

 

Menurut Sisitim Negatif ini ialah bahwa segala apa yang tercantum 

didalam sertifikat tanah dianggap benar sampai dapat dibuktikan suatu 

keadaan yang sebaliknya (tidak benar) di muka sidang Pengadilan. 

Adapun azas peralihan hak atas tanah menurut sistim ini adalah azas 

Memo Plus Yuris yakni melindungi pemegang hak atas tanah yang 
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sebenarnya dari tindakan orang lain yang mengalihkan haknya tanpa 

diketahui pemegang hak yang sebenarnya. 

Ciri pokok sistim Negatif ini ialah bahwa pendaftaran tanahtidaklah 

menjamin bahwa nama-nama yang terdaftar dalam buku tanah tidak dapat 

untuk dibantah jika nama yang terdaftar bukanlah pemilik sebenarnya. 

Hak dari nama yang terdaftar ditentukan oleh hak dari pemberi hak 

sebelumnya perolehan hak tersebut merupakan mata rantai perbuatan 

hukum dalam pendaftaran hak atas tanah. Ciri pokok lainnya dari sistim 

Negatif ini ialah bahwa Pejabat Balik Nama Tanah berperan pasif artinya 

pejabat yang bersangkutan tidak berkewajiban untuk menyelidiki 

kebenaran darisurat-surat yang diserahkan kepadanya. 

Kebaikan dari Sistim Negatif ini adalah adanya perlindungan kepada 

pemegang sejati. Sedangkan kelemahannya adalah : 

a. Peranan pasif Pejabat Balik Nama Tanah yang menyebabkan tumpang 

tindihnya sertifikat tanah; 

b. Mekanisme kerja dalam proses penerbitan sertifikat tanah sedemikian 

rupa sehingga kurang dimengerti oleh orang awam. 

Dalam sistem negatif, pemegang hak yang sebenarnya akan selalu 

dapat menuntut kembali haknya yang terdaftar atas nama siapapun. Oleh 

karena itu daftar umumnya tidak mempunyai kekuatan bukti.55 Dalam 

sistem positif, dimana daftar umumnya mempunyai kekuatan bukti, maka 

orang yang terdaftar adalah pemegang hak yang sah menurut hukum. 

Kelebihan yang ada pada sistem positif ini adalah adanya 
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kepastian dari pemegang hak, oleh karena itu adanya dorongan bagi setiap 

orang untuk mendaftarkan haknya.22 

Dengan diberlakukannya UUPA junto PP Nomor 24 Tahun 1997 

tentang Pendaftaran Tanah, kepada pemerintah telah diletakkan suatu 

kewajiban untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah 

Republik Indonesia. Untuk mengetahui sistim pendaftaran tanah yang 

dipakai oleh UUPA, perlu ditelaah kembali dasar hukum dari pendaftaran 

tanah. 

Dari ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf C UUPA yang merupakan dasar 

hukum pokok pendaftaran tanah, dapat kita ketahui bahwa dengan 

didaftarkannya hak-hak atas tanah maka akan diberikan sertifikat tanah 

sebagai tanda bukti pemegang hak atas tanah dan berlaku sebagai alat 

pembuktian yang kuat. Kata “Kuat” dalam pengertian Pasal 19 Ayat (2) 

huruf C ini berarti bahwa sertifikat tanah yang diberikan itu adalah “Tidak 

Mutlak”, dan membawa akibat hukum bahwa segala apa yang tercantum 

di dalamnya adalah dianggap benar sepanjang tidak ada orang yang dapat 

membuktikan keadaan sebaliknya yang menyatakan sertifikat itu adalah 

tidak benar.dengan kata lain sertifikat tanah menurut Pasal 19 Ayat (2) 

huruf C UUPA adalah dapat digugurkan. 

Jika dihubungkan antara ketentuan Pasal 19 Ayat (2) huruf C UUPA 

dengan sistem-sistem dari pendaftaran tanah yang telah tersebut diatas, 

maka akibat hukum dari ketentuan Pasal 19 Ayat (2) huruf C UUPA 

 
 

22 Ibid 
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tersebut sebagaimana yang tersebut dalam Sistem Negatif. Dengan kata 

lain sistem pendaftaran tanah yang dianut UUPA adalah sistem negatif 

yang bertendensi positif. 

C. Tinjauan Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 

 

Pengertian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam Pasal 1 angka 

1 Peraturan menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap menyatakan sebagai berikut : 

“Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah kegiatan pendaftaran 

tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua 

obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam 

satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan 

itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan 

data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk 

keperluan pendaftarannya”. 

 
 

Ruang lingkup dan tujuan dalam Pasal 2 Peraturan menteri Agraria dan 

Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 

Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

menyatakan sebagai berikut : 

a. Ruang lingkup peraturan menteri ini adalah percepatan pelaksanaan 

program pendaftaran tanah sistematis lengkap yang dilaksanakan desa demi 

desa di wilayah kabupaten dan keluarahan demi kelurahandi wilayah 

perkotaan yang meliputi semua bidang tanah di seluruh wilayah Republik 

Indonesia. 

b. Tujuan program pendaftaran tanah sistematis lengkap adalah untuk 

percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukumhak atas 

tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar,aman, adil, merata 

dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan 

dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan 

mencegah sengketa dan konflik pertanahan. 
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Tujuan utama dalam pendaftaran hak atas tanah sebagaimana 

ditetapkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria. Memperoleh 

sertifikat tujuannya bukan sekedar mendapatkan fasilitas, melainkan 

merupakan hak bagi pemegang hak atas tanah yang dijamin oleh Undang- 

Undang.23 

Tujuan dari pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah secara 

sistematis lengkap mengelompok dalam satu wilayah desa/kelurahan lengkap 

diantaranya:24 

a. Waktu pelaksanaan relatif lebih cepat dibandingkan pelaksanaan 

pengukuran dan pemetaan bidang tanah secara sporadik. 

b. Mobilisasi dan koordinasi petugas ukur lebih mudah dilaksanakan. 

 

c. Dapat sekaligus diketahui bidang-bidang tanah yang belum terdaftar dan 

yang sudah terdaftar dalam satu wilayah desa/kelurahan. 

d. Dapat sekaligus diketahui bidang-bidang tanah yang bermasalah dalam 

satu wilayah desa/kelurahan. 

e. Persetujuan batas sebelah menyebelah (asas contradictoir delimitatie) 

relative lebih mudah dilaksanakan. 

f. Dapat memperbaiki/ melengkapi peta dasar pendaftaran. 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah kegiatan pendaftaran 

tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputisemua 

obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah desa atau 

kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Pendaftaran Tanah 
 

23 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang 

Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta, Djambatan, 1997, h. 473. 
24 Ibid, h. 474. 
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Sistematis Lengkap merupakan program pemerintah yang mengacu pada 

Peraturan yang berhak mengikuti program ini dijelaskan pada Pasal 14 

Peraturan menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran 

Tanah Sistematis Lengkap yaitu : 

a. Terhadap tanah yang sudah dibuatkan berita acara penyelesaian proses 

Pendaftaran Tanahnya, dibukukan dalam daftar umum pendaftaran tanah 

dan daftar lainnya, dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Ajudikasi 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. 

b. Bidang tanah yang telah dibukukan dan telah ditandatangani sebagaimana 

dimaksud pada Ayat (1), diterbitkan Sertfpikat Hak atas Tanah oleh Kepala 

Kantor Pertanahan atau dapat didelegasikan kepada Ketua Panitia Ajudikasi 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. 

c. Penerbitan Sertifikat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diberikan 

kepada peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, meliputi: 

1) Warga Negara Indonesia, bagi perorangan 

2) Masyarakat yang termasuk dalam Program Pemerintah Bidang 

Perumahan Sederhana. 

3) Badan Hukum keagamaan dan Badan Hukum sosial yang sesuai antara 

penggunaan dengan peruntukan tanahnya. 

4) Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian 

Republik Indonesia. 

5) Veteran, Pensiunan Pegawai Neferi Sipil, Purnawirawan Tentara 

Nasional Indonesia, Purnawirawan Kepolisian Republik Indonesia dan 

Suami/Istri/Janda/Duda Veteran/Pensiunan Pegawai Negeri 

Sipil/Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia/Purnawirawan 

Kepolisian Republik Indonesia. 

6) Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, untuk melaksanakan tugas 

dan fungsinya dan tidak bersifat profit. 

7) Nazhir,atau 

8) Masyarakat hukum adat 

d. Peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap selain sebagaimana 

dimaksud pada Ayat (3), bidang tanahnya hanya dilakukan pendaftaran pada 

Daftar Tanah dan daftar lainnya. 

e. Penerbitan Sertifikat Hak atas Tanah peserta Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), dilakukan atas biaya sendiri 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pelaksanaan dari percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap 

dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala 
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Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap menyatakan sebagai 

berikut: 

a. Perencanaan dan persiapan 

b. Penetapan lokasi kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap. 

c. Pembentukan dan penetapan panitia Ajudikasi pendaftaran tanah 

sistematis lengkap. 

d. Penyuluhan. 

e. Pengumpulan data fisik dan data yuridis bidang tanah. 

f. Pemeriksaan tanah 

g. Pengumuman data fisik dan data yuridis bidang tanah serta pembuktian 

hak. 

h. Penerbitan keputusan pemberian atau pengakuan hak atas tanah. 

i. Pembukuan dan penerbitan sertifikat hak atas tanah. 

j. Penyerahan sertifikat hak atas tanah. 

 

Tujuan program pendaftaran tanah sistematis lengkap adalah untuk 

percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah 

masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata, terbuka, 

serta akuntabel sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran 

masyarakat juga ekonomi negara, serta mengurangi sengketa mengenai 

pertanahan. 

Selain memberi jaminan kepastian hukum, negara juga berkewajiban 

memberi perlindungan terhadap hak atas tanah baik kepemilikan secara 

individual maupun komunal. Semua itu dapat diperoleh dengan sertifikat yang 

merupakan alas/tanda bukti hak yang terkuat atas kepemilikan tanah seseorang. 

Di samping itu ada banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat 

maupun pemerintah atas terselenggaranya Legalisasi Aset melalui pendaftaran 

tanah sistematis lengkap ini. Salah satunya masyarakat dapat terjamin 

eksistensi haknya, dan pemerintah dapat melengkapi database 



 

 

 

 

 

 

pertanahan, sehingga terwujud salah satu catur pertanahan yaitu tertib 

administrasi pertanahan. 

Pemberian sertifikat dalam rangka program pemerintah secara 

sistematis juga dapat meningkatkan dan mengawasi pelaksanaan landreform, 

melakukan pengawasan terhadap tanah absantee, serta mencegah fragmentasi 

akibat pewarisan atau pengawasan terhadap penumpukan tanah pada satu 

orang. Sementara itu, dalam hal mewujudkan suatu gambaran desa lengkap 

pada program pendaftaran tanah sistematis lengkap, Panitia Ajudikasi tetap 

melakukan pengukuran kepada seluruh bidang tanah dalam satu lokasi yang 

ditunjuk oleh Kepala Kantor Pertanahan. Meskipun demikian, tidak semua 

bidang tanah yang telah terukur tersebut dapat diterbitkan sertifikatnya. Semua 

itu kembali lagi ke kategori-kategori tanah di lokasi PTSL pendaftaran tanah 

sistematis lengkap sesuai Pasal 25 Angka 2 Peraturan Menteri Agraria No. 12 

tahun 2017. 


